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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah secara komprehensif berdialektika dan berargumentasi dalam menjawab 

rumusan masalah dan fokus utama penulisan ini disusun, ada baiknya penulis 

memberikan kesimpulan sederhana tentang cara dan alur berpikir penulis pada 

penulisan hukum ini. Pada dasarnya prinsip full and fair disclosure yang diterapkan 

UUPM mengikat juga terhadap kegiatan equity crowdfunding sehingga keterbukaan 

informasi secara material dan prosedural merupakan kewajiban yang harus dipatuhi 

dalam kegiatan equity crowdfunding. Dalam penerapannya, terdapat sebuah masalah 

dimana tidak ada ketentuan atau standar dasar apa yang harus menjadi isi dari 

prospektus equity crowdfunding itu sendiri. Padahal, prospektus dalam pasar modal 

merupakan dokumen hukum yang sangat penting guna keterbukaan informasi. Tidak 

adanya ketentuan bahkan pernyataan dalam POJK 57/2020 tentang prospektus itu 

sendiri menjadikan adanya kekosongan hukum yang menurut penulis merupakan hal 

yang abu-abu atau tidak jelas.  

 Pada praktiknya memang penulis mendapati bahwa dalam beberapa platform 

Penyelenggara, Penerbit juga menyertakan prospektus sebagai bentuk keterbukaan 

informasi. Namun, karena tidak adanya dasar yang jelas atas ketentuan prospektus 

dalam kegiatan equity crowdfunding maka kualitas secara material prospektus itu 

sendiri menjadi tidak jelas. Tolak ukur yang digunakan adalah prinsip full and fair itu 

sendiri yang menekankan pada kelengkapan dan keakuratan informasi. Lengkap dan 

akurat bukan hanya soal kuantitas halaman, namun kualitas dari setiap bagian dan isi 

atas informasi itu sendiri. Berdasarkan tolak ukur dan data yang diperoleh penulis 

mendapati bebrepa hal material yang tidak diungkapkan dalam prospektus equity 

crowdfunding itu sendiri. Beberapa hal tersebut ialah tidak adanya campur tangan dari 

profesi penunjang kegiatan pasar modal, tidak adanya pendapat hukum, dan pernyataan 

hutang dari perusahaan. Penulis berpendapat bahwa prinsip ini tidak adanya keterlibatan 

profesi penunjang pasar modal yang dimuat dalam POJK 57/2020 didasari oleh tujuan 

dibentuknya equity crowdfunding itu sebagai platform pendanaan bagi UMKM. Namun tetap 

perlu dinyatakan oleh pihak yang melakukan pemeriksaan atas kelengkapan hukum (legal 

audit) itu sendiri dan hasilnya diungkapkan kepada publik. 
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Lantas apabila terjadi kerugian yang diakibatkan tidak lengkapnya informasi 

dalam prospektus Penerbit, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Pemodal adalah 

mengakses terhadap layanan pengaduan di dalam platform equity crowdfunding yang 

sudah disediakan penyelenggara. Layanan pengaduan ini wajib disediakan oleh 

Penyelenggara apabila Penyelenggara mendapati adanya aturan main yang dilanggar 

oleh Penerbit maupun Penyelenggara. Selanjutnya, setelah melakukan pengaduan dan 

mengakses informasi terkait penyelesaian sengketa, Penyelenggara wajib 

bertanggungjawab selaku pihak penerima kuasa dari Pemodal untuk menyelesaikan 

sengketa dengan cara yang sudah disepakati dengan penerbit. POJK 57/2020 tidak 

mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan Penerbit secara langsung terhadap 

Pemodal namun mewajibkan Penyelenggara untuk tidak mengalihkan tanggung jawab 

atau kewajiban Penyelenggara kepada Pemodal (investor).   

OJK pun tidak tinggal diam,  apabila ketentuan mengenai penyelesaian sengketa 

ini dilanggar oleh Penyelenggara maka terdapat sanksi yang dapat dikenakan oleh OJK 

sebagai lembaga pengawas pasar modal. Ketentuan sanksi administratif dan pidana 

pasar modal menjadi upaya hukum preventif atas perlindungan hukum bagi pemodal. 

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa, terdapat mekanisme yang mengatur mengenai 

pertanggungjawaban hukum namun bisa saja pada praktiknya tidak serupa karena setiap 

penyelenggara memiliki aturan mainnya sendiri sebagaimana yang sudah ditentukan 

oleh POJK sehingga Pemodal dalam memilih bisnis yang akan dituju sebagai tujuan 

investasi penerbit, aturan main dalam platform layanan urun dana itu sendiri juga harus 

menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum 

Penyelenggara.  

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada para pihak yang tersebut 

dalam penulisan hukum ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis dalam 

mengeksaminasi dan mengkritisi hukum yang berlaku, khususnya tentang kegiatan 

equity crowdfunding di Indonesia, antara lain: 

1) Agar terciptanya kejelasan mengenai prospektus dalam kegiatan equity 

crowdfunding, diperlukan kejelasan tentang apa bentuk dan isi prospektus yang 

harus tercantum dan diumumkan kepada masyarakat secara terbuka. Hal ini 

guna mengkritisi Pasal 47 POJK 57/2020 yang sama sekali tidak menegaskan 

poin apa saja yang sudah diberikan kepada Penyelenggara untuk diberitakan 
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kepada publik. Hal ini tertuang pada praktik yang telah didapati penulis dimana 

bentuk dan isi prospektus equity crowdfunding juga tidak sekomperhensif 

seperti apa yang sudah diatur secara yuridis dalam POJK. 

2) Agar terciptanya keaman dan perlidungan hukum bagi Pemodal diperlukan 

adanya mekanisme yang mengatur secara normatif terkait penyelesaian 

sengketa oleh Penyelenggara kepada Penerbit sehingga terdapat sebuah 

kepastian hukum bagi pemodal sebagai pihak yang memberikan kuasa terhadap 

Penyelenggara.  

3) Agar memenuhi prinsip keterbukaan informasi secara materil maka terdapat 

mekanisme uji tuntas yang dilakukan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal 

dengan skala yang lebih kecil. Penulis merasa bahwa praktik uji tuntas bagi 

perusahaan dengan skala UMKM akan jauh lebih ringan biaya, efektif dan 

efisien. Sehingga menurut penulis pendapat ahli tetap diperlukan sebagai bentuk 

pertanggunjawaban Penyelenggara atas pelaksanaan kegiatan equity 

crowdfunding dan pemenuhan prinsip full and fair disclosure. Menjadi sebuah 

permasalahan apabila prinsip tersebut secara porsedural dipenuhi namun dalam 

praktiknya secara materil informasi yang dimuat dan diberikan kepada publik 

sama sekali tidak memenuhi prinsip tersebut dan berpotensi merugikan 

Pemodal.  
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